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DISAHKAN OLEH 

: SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN 
selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI ( PPID ) 

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

DASAR HUKUM  KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di 
bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan 
pelayanan informasi publik 

2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 
3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 
5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 

6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 
7. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani 

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN 

 

- 

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 
2. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 
3. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengumuman informasi tidak akan berjalan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan keberatan dari pemohon 
informasi. 

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy) 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, TambahanLembaran Negara Nomor 1814); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245) 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2016 Nomor 14);  

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 77); 

10. Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sumatera Selatan; 

11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan; 

12. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 
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